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ABSTRAK

Pengelolaan Dana Bergulir adalah proses yang memberikan pengawasan pada
semua dana yang kegiatannya terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan dan
pencapaian tujuan. Dana bergulir adalah seluruh dana program yang berasal dari
BLM-PPK, BLM-PNPM Mandiri Perdesaan dan sumber dana lain yang disalurkan
oleh masyarakat melalui UPK, digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan
ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok yang bersifat
pinjaman dalam satu wilayah kecamatan.

Penelitian ini dilakukan secara langsung pada UPK PNPM Mandiri Perdesaan
yang beralamat di jalan Banda Aceh-Melaboh Km.109 kecamatan Sampoiniet Aceh
Jaya. Tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengelolaan dana bergulir pada UPK PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan
Sampoiniet Aceh Jaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana bergulir pada UPK
PNPM Mandiri Perdesaan kecamatan Sampoiniet Aceh Jaya belum sepenuhnya baik,
karena masih terjadinya kredit macet yang cukup tinggi, disebabkan kurangnya
penganalisaan awal terhadap calon peminjam saat proses penyaluran dana.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Berguli, UPK PNPM Mandiri Perdesaan kecamatan
Sampoiniet, Kredit Macet.

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Aceh Jaya merupakan suatu wilayah yang dibentuk sebagai hasil
pemekaran dari kabupaten Aceh Barat. Aceh Jaya merupakan wilayah pesisir barat
pantai samudra dengan panjang garis pantai lebih kurang 160 kilometer. Adapun
sebagian besar penduduknya bekerja di sektor perkebunan, pertanian dan peternakan.
Namun demikian, masih banyak diantara masyarakat Aceh Jaya yang belum
mendapatkan pekerjaan, sehingga banyak diantara mereka masih pengangguran.

Upaya pemerintah untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai
pentingnya menjadi pelaku usaha mikro, maka hal ini semakin memberikan motivasi
kepada masyarakat untuk menjadi penggerak usaha mikro. Dengan berkembangnya

usaha mikro di kabupaten Aceh Jaya maka dengan sendirinya tingkat pengangguran
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bisa berkurang. Memang sudah teruji bahwa usaha mikro cocok untuk terus
dikembangkan oleh masyarakat perdesaan untuk menopang perekonomian kearah yang
lebih baik.

PNPM juga menuntut para petugasnya untuk dapat  mengatasi terjadinya
penunggakan yang bisa mengganggu siklus perguliran dana bergulir PNPM pada
tahun-tahun selanjutnya kepada masyarakat. Apabila telah terlanjur terjadinya
penunggakan, maka diharuskan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut
dalam waktu yang cepat, agar proses perguliran dana tidak dihentikan untuk wilayah

tersebut.

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN
2.1 Dana Bergulir
2.1.1 Pengertian Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah dana yang berasal dari dana Bantuan Keuangan
Peumakmue Gampoeng (BKPG) yang telah dikembalikan ke Tim Pengelola Bantuan
Keuangan Peumakmue Gampoeng (TP-BKPG) sebagai pengelola dan digulirkan
kembali ke masyarakat. Dana bergulir adalah seluruh dana program yang berasal dari
BLM - PPK, BLM - PNPM Mandiri Perdesaan dan sumber dana lain yang disalurkan
oleh masyarakat melalui UPK, digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan
ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok yang bersifat
pinjaman dalam satu wilayah kecamatan.

Menurut Tim Koordinasi PNPM (2007) pengelolaan dana bergulir dilakukan
mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasar
sebagai berikut:

a. Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir.

b. Kemudahan akses pendanaan usaha bagi Rumah Tangga Miskin (RTM)

c. Pelestarian Prinsip Pengelolaan

d. Kepemilikan

e. Pengembangan Kelompok

2.1.2 Prinsip Pengelolaan Dana Bergulir

Prinsip-prinsip pengelolaan dana bergulir harus tetap mengacu pada
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prinsip-prinsip PNPM- Mandiri Perdesaan. Menurut Tim Koordinasi PNPM (2007)
adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi:

a. Bertumpu pada pembangunan manusia.

b. Otonomi, yaitu masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur
diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari
luar.

c. Desentralisasi, masyarakat mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan
kewilayahan yang bersumber dari  pemerintah dan pemerintah daerah sesuai
dengan kapasitas masyarakat.

d. Berorientasi pada masyarakat miskin.

e. Partisipasi, masyarakat berperan secara aktif dalam proses tahapan program dan
pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan
pelestarian kegiatan.

f. Kesetaraan dan keadilan gender.

g. Demokratis, masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara
musyarawah dan mufakat.

h. Transparansi dan Akuntabel, masyarakat memiliki akses terhadap segala
informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan
dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

i. Prioritas, masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan
mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan
kemiskinan.

j- Keberlanjutan, adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau
tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem
pelestariannya.

2.1.3 Pelaporan Kegiatan Dana bergulir

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai
perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau
permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan PNPM

Mandiri Perdesaan. Pelaporan dana bergulir harus sesuai dengan prinsip-prinsip
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pengelolaan Keuangan Negara dan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu
pada UU No.17 Tahun 2003, tentang pengeluaran dana bergulir atau aset dari dana
tersebut harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan. Diperkuat dengan keluarnya PP
No.24 Tahun 2005 tentang dana bergulir adalah akuntansi investasi.

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan
melalui jalur struktural dan jalur fungsional, sebagai upaya untuk mempercepat proses
penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau desa ke tingkat Kecamatan,
Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

2.2 Simpan Pinjam
2.2.1 Pengertian Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank
yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat berupa pinjaman dan tempat
penyimpanan bagi masyarakat. Koperasi simpan pinjam melakukan usaha
penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya.
Koperasi simpan pinjam sering juga disebut dengan koperasi kredit yang khusus
menyediakan dana bagi anggota yang memerlukan dana dengan biaya murah tentunya
(Kasmir : 2006).
2.2.2 Prinsip Simpan Pinjam

Usaha koperasi yang dikelola oleh para anggota dengan membentuk pengurus
koperasi melalui rapat anggota, dilaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip
koperasi. Menurut Kasmir (2006) adapun prinsip-prinsip koperasi diantaranya:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.

2. Pendelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.

3. Pembagian laba (sisa hasil usaha) dilakukan secara adil dan sebadan dengan
besar jasa para anggotanya.

4. Kemandirian.

5. Pendidikan perkoperasian.

6. Kerjasama antar koperasi.

2.2.3 Pencatatan Simpan Pinjam

Dalam mengelola manajemen keuangan diperlukan pencatatan akuntansi yang

sistematis. Dan hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Umumnya dalam suatu
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perusahaan termasuk koperasi menggunakan sistem pemisahan kas dalam pencatatan
pembukuannya. Maksudnya adalah untuk lebih menyederhanakan proses pembukuan
sehari-hari. Untuk transaksi yang berhubungan dengan biaya operasional intern
perusahaan sehari-hari yang tidak terlalu besar biasanya digunakan kas kecil. Dan kas
besar untuk mencatat arus kas yang lebih global (modal, rugi laba dan sebagainya).
Pada usaha simpan pinjam cara ini sangat membantu dalam pencatatan pembukuan.
Mengingat produk usaha simpan pinjam adalah modal cash maka menggunakan kas
kecil dalam operasional kantor dapat menghindarkan pencatatan dari terjadinya selisih.
Proses buka dan tutup kas kecil ini dapat dilakukan dalam periode harian, mingguan
ataupun bulanan tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.
2.2.4 Perhitungan Simpan Pinjam
Perhitungan Bunga Menurun Efektif (Sliding Rate)
Pada perhitungan ini, bunga kredit dihitung dari saldo akhir setiap bulannya

(baki debet) sehingga bunga yang dibayarkan setiap bulannya semakin menurun.
Contoh: pada bulan Januari 2014 pihak UPK merealisasi pinjaman sebesar Rp
60.000.000,- selama 6 bulan kepada kelompok SPP desa seumantok dengan tingkat
bunga 12 % per tahun sliding rate.

Bunga perbulan = SA x (1/12)

SA : Saldo akhir periode,

i : Suku bunga per tahun

Tabel 2.1

Pelunasan Pinjaman Menggunakan Metode Sliding Rate

Bulan Saldo Angsuran Angsuran Jumlah
pokok bunga angsuran

Februari 60.000.000 10.000.000 600.000 10.600.000
Maret 50.000.000 10.000.000 500.000 10.500.000
April 40.000.000 10.000.000 400.000 10.400.000
Mai 30.000.000 10.000.000 300.000 10.300.000
Juni 20.000.000 10.000.000 200.000 10.200.000
Juli 10.000.000 10.000.000 100.000 10.100.000
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Jumlah 60.000.000 2.100.000 62.100.000

Sumber: data diolah, laporan UPK Sampoiniet tahun 2013
Perhitungan Bunga Anuitas (Annuity Rate)

Annuity adalah serangkaian pembayaran dengan jumlah yang sama besar pada
setiap interval pembayaran. Besar kecilnya jumlah pembayaran pada setiap interval
tergantung pada jumlah pinjaman, jangka waktu, dan tingkat bunga.

-1+

]

('nilai sekarang )

Formulanya :An = R[ :

Dimana: An = present value
R =Annuity ( cicilan /angsuran )
i = tingkat bunga setiap interval
n = jumlah interval pembayaran
Contoh kasus : kelompok SPP desa Seumantok mencicil pinjaman sebesar Rp
10.600.000,- pada setiap bulan selama 6 bulan dengan bunga

diperhitungkan 12% pertahun. Berapakah present value?

Diketahui: R =10.600.000,- ,i =12%/12=0,01, n=6
{1-(14i) "
An = R['z—‘}]
=i , '*II -6
An= 10.600.000[22%% 1
0,01
An =10.600.000 [5,79547647 ]
An=61.431.982.
Tabel 2.2
Jadwal Pelunasan Pinjaman Selama 6 Bulan ( Rp)
. Jumlah Jumlah
o
Bulan (Aélllgllll:ny) Bu(I;gXa6)l o pengembalian Pengembalian Sisa Pinjaman
pokok pinjaman (4+5)
0 - - - - 61.431.982
1 10.600.000 614.319,82 9.985.680,18 9.985.680,18 51.446.301,82
2 10.600.000 514.463,02 10.085.536,98 20.071.217,16 41.360.764,84
3 10.600.000 413.607,65 10.186.392,35 30.257.609,51 31.174.372,49
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4 10.600.000 311.743,72 10.288.256,28 40.545.865,79 20.886.116,21
5 10.600.000 208.861,16 10.391.138,84 50.937.004,63 10.494.977,37
6 10.600.000 104.949,77 10.495.050,23 61.431.982 000

Sumber: data diolah, laporan UPK Sampoiniet tahun 2013

II1. METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

Untuk memperoleh data primer dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan
ini, penulis melakukan penelitian secara langsung pada objek penelitian yaitu pada
PNPM Mandiri Perdesaan kecamatan Sampoiniet yang berlokasi di jalan Banda Aceh —
Melaboh Km.109 kecamatan Sampoiniet Aceh Jaya. Yang menjadi objek penelitiannya
adalah sistem pengelolaan dana bergulir.
3.2 Teknik Pengumpulan Data

Agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian, penulis

menggunakan dua artenatif metode pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu pengumpulan data yang
dilakukan melalui kepustakaan untuk memperoleh data secara teoritis dengan
mempelajari literatur, artikel-artikel serta bahan-bahan lain yang berhubungan
dengan masalah yang dibahas.

b. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara melakukan penelitian langsung ke objek penelitian. Dengan
metode ini data tersebut dapat diperoleh dengan mengadakan:

a. Wawancara; yaitu dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada
pimpinan perusahaan dan kepala bagian kredit untuk mengetahui sejarah
perusahaan, struktur organisasi, prosedur pemberian kredit, serta cara
mengatasi masalah yang timbul.

b. Observasi; Pengamatan dan pencatatan secara sistematis dengan melihat
langsung prosedur yang terjadi.

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode analisis
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deskriptif-kualitatif, yaitu membandingkan antara pengelolaan dana bergulir secara

teoritis dengan praktek yang ada pada PNPM Mandiri pedesaan.

IV. HASIL PENELITIAN

Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan
program ini merupakan scaling up (pengembangan yang lebih luas) dari
program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM
Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan  program
penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu,
khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan
operasionalnya.

Lahirnya PNPM Mandiri tidak secara spontan. Setelah Presiden mendapat
laporan dari berbagai pihak, mengirim utusan ke berbagai daerah, wawancara langsung
dengan pelaku program, maka mulai awal tahun 2006 gagasan PNPM sudah menjadi
wacana di Istana Negara. Tepatnya pada bulan Agustus 2006, presiden memutuskan
bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi program nasional. Kemudian lahirlah
pada tahun itu kebijakan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dua
program yang menjadi pilar utama PNPM Mandiri sebelum program-program lain
bergabung, adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan).

Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan
kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian
dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun syarat-syarat pengajuan pinjaman dana bergulir adalah:

1. Kelompok membuat proposal, isi proposal

2. Surat permohonan pinjaman kelompok.

3. Surat keterangan usaha anggota kelompok.

4. Nama kelompok, alamat kelompok dan struktur kelompok.
5. Daftar pemanfaat.

6. Daftar calon peminjam.
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7. Rencana Usaha Anggota (RUA).
8. Rencana Penggunaan Dana (RPD).
9. Rencana cicilan pengembalian pinjaman.

10. Proyeksi pengembalian pinjaman

Bagan 4.1
Alur Penyaluran Dana PNPM dari UPK ke kelompok Desa

Pengajuan
Proposal
SPP

Evaluasi

[ UPK

Verifikasi
(Tim
Verifikasi)

tahap
pengembalian
pada bulan

kelompok yang
harus didanai

i

sumber : UPK Sampoiniet tahun 2013

4.1 Tujuan Pengelolaan Dana Bergulir
Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten

Sampoiniet memiliki tujuan demi kesejah teraan masyarakatnya, diantaranya:

1. Memberikan kemudahan akses pendanaan ekonomi rumah tangga baik kepada
masyarakat Sampoiniet sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha

2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan.

3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di perdesaan.

4. Meningkatkan peran kelembagaan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir (UPK,
BP-UPK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan dan lembaga pendukung lainnya) sebagai
pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel,

transparan dan berkelanjutan.
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5. Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah
tangga terkait permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.
4.2 Aspek-Aspek penilaian dalam Penyaluran dana
Menurut (Kasmir:2006) penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan
analisis 5 C, yaitu:  Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition
Disamping menggunakan 5C, menurut (Kasmir : 2006) maka penilaian suatu
pembiayaan layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh
aspek yang ada. Aspek-aspek yang dinilai diantaranya Aspek Yuridis/Hukum, Aspek
Pemasaran, Aspek teknis/operasi dan Aspek manajemen:
4.3 Prosedur Pengelolaan Dana Bergulir
Mekanisme pengelolaan merupakan tahapan-tahapan yang harus diterapkan dalam
pengelolaan dana bergulir mulai dari perencanaan sampai dengan
pertanggungjawaban, sehingga dibutuhkan mekanisme yang sesuai di dasari oleh:
a. Kelembagaan Pengelola
Dana bergulir harus di kelolaa dengan baik, sehingga harus adanya lembaga
pengelolaannya, paling tidak kelembagaan yang harus ada sebagai berikut:
1. Badan kerja sama antar desa (BKAD)
BKAD merupakan lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan

pengelolaan dana bergulir di tingkat kecamatan melalui MAD

2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) / Sub unit pengelola perguliran
3. Tim Pendanaan
4. Tim Verifikasi
5. Bada Pengawas UPK (BP-UPK)
6. Tim penyehatan pinjaman
a. Perkembangan Pinjaman Dana Bergulir

Selama ini pengelolaan perguliran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di
kecamatan Sampoiniet Aceh Jaya mengalami perkembangan yang naik turun.:

Tabel 4.1
Perkembangan Pinjaman pada tahun 2012 s/d 2013
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Jumlah Alokasi Target Realisasi Tunggakan
Tahun o ) ) )
Kelompok Pinjaman Pengembalian Pengembalian | pengembalian
2012 | 81 kelompok | 4.292.000.000 3.170.056.000 2.989.504.000 | 180.552.000
2013 | 98 kelompok | 5.716.000.000 5.355.910.000 4.703.890.000 | 652.020.000

Sumber : data diolah, laporan perkembangan pinjaman UPK Sampoiniet tahun 2013

V. ANALISA DAN EVALUASI
5.1 Penerapan prosedur Pengelolaan Dana Bergulir

Penerapan prosedur pengelolaan dana yang diterapkan oleh Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) kecamatan Sampoiniet Aceh Jaya dimulai dengan
tahap pengajuan usulan pinjaman kelompok ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan
pengisian formulir pinjaman bergulir (PB-02) yang dilampirkan dengan berkas-berkas
yang dibutuhkan antara lain berita acara pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM), aturan main, surat kuasa pencairan tabungan KSM menggunakan formulir
Pinjaman Bergulir-05, dan formulir Pinjaman Bergulir (PB-01) yang berfungsi untuk
mengetahui identitas para anggota peminjam, informasi usaha, posisi keuangan, laba
rugi usaha, dan sumber pendapatan lain. Jadi prosedur permohonan pinjaman yang
ditetapkan PNPM sudah sesuai dengan penerapan standar umum.

Adapun tahapan kedua adalah pemeriksaan terhadap berkas-berkas calon
peminjam yang dilakukan oleh petugas Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) dengan
melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas yang sudah diisi oleh calon peminjam
apakah blangko permohonan dan keputusan pemberian pinjaman (PB-02)
sudah diisi dengan benar, begitu juga dengan blangko pengajuan pinjaman anggota
(PB-01). PNPM menetapkan pasar sasaran ditujukan kepada masyarakat miskin yang
feasible tapi belum bankable (tidak dapat mengakses Bank). Namun akibat kurangnya
dilakukan peninjauan ke lapangan akhirnya masyarakat miskin yang belum feasible
bisa juga mendapatkan pinjaman tersebut. Ini bisa berdampak pada penunggakan
cicilan, karena masyarakat yang belum feasible pada dasarnya belum mengerti tentang

usaha mikro, sehingga mereka menggunakan uang tersebut untuk tujuan konsumtif
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bukan untuk perluasan usaha. Sehingga ketika masa penyicilan pinjamannya habis
mereka tidak mampu membayar tunggakannya yang berdampak pada kredit macet.

Pada tahap keputusan, Manajer Unit Pengelola Kegiatan ( UPK ) memeriksa
dan menganalisa hasil tinjauan dari petugas pembiayaan yang dituangkan dalam
formulir Pinjaman Bergulir (PB-02). Pada formulir tersebut petugas UPK membuat
usulan mengenai jumlah pinjaman kepada calon peminjam. Tapi hanya Manajer UPK
yang diberikan otoritas untuk memutuskan apakah usulan pinjaman tersebut diterima
atau ditolak.

Adapun tahap realisasi atau pencairan pinjaman pada PNPM sudah sesuai
dengan prosedur yang telah diterapkan oleh lembaga penyalur dana. Petugas Unit
Pengelola Kegiatan (UPK) wajib untuk memberitahukan kepada calon peminjam
apakah permohonannya diterima atau ditolak. Jika permohonannya diterima maka
UPK menyiapkan dokumen realisasi pinjaman yang terdiri dari surat perjanjian
pinjaman yang berfungsi untuk menjadi bukti dan jelas, hak dan kewajiban telah
terperinci dengan baik, dan memiliki kekuatan hukum yang jelas bila suatu saat terjadi
sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan Bukti Kas Keluar sebagai bukti bahwa UPK
telah mencairkan dana tersebut dari Bank.

Selanjutnya adanya tahap pengembalian pinjaman. Dimana setelah masyarakat
menikmati dana pinjaman tersebut, masyarakat yang meminjamnya wajib melakukan
pengembalian kembali dengan cara mencicilnya. Cicilan pengembalian pinjaman
dilakukan pada bulan berikutnya hingga jatuh tempo. Pengembalian pinjaman
dilakukan oleh ketua kelompok kepada petugas UPK dengan disertai bukti
pengembalian yang disediakan oleh pihak UPK berupa kartu kredit SPP (Form 51).
Pinjaman yang dikembalikan pokok pinjaman beserta bunga pinjaman tiap bulannya.
Pengembalian pinjaman ini dilakukan tidak boleh lebih dari tanggal 15 pada setiap
bulannya. Cicilan pengembalian ini diantar langsung oleh ketua kelompok kepada UPK.
Jika tidak diantar, maka apabila melebihi 3 bulan menunggak berturut-turut, maka
pihak UPK akan terjun ke lapangan untuk manangih cicilan pembayaran tersebut.

5.2 Perkembangan Pinjaman Bergulir
Adapun alokasi dana pinjaman pada tahun 2012 untuk kegiatan kelompok
Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah sebesar Rp4.292.000.000,00. Hasilnya dana
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